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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti diatas, maka dapat  

ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

1. Bahwa dampak hukum terhadap perceraian akibat turun ranjang di Kelurahan 

Wumialo Kota Gorontalo lebih pada status istri yang ditinggal pergi suami termasuk 

dalam urusan nafkah ketika istri yang ditingal suami sudah mengandung anak dari 

hasil perkawinan mereka. Meski demikian, istri yang ditinggal pergi suami bisa 

melalukukan gugatan cerai dengan harapan agar statusnya sebagai istri yang 

ditinggal pergi suami dapat di proses secara hukum yakni melalui jalur sidang 

pengadilan agama dan selanjutnya akan diberikan akta cerai sebagai bukti bahwa 

hubungan suami istri yang pernah terjadi diantara mereka putus secara hukum. Jika 

proses tersebut tidak dilakukan oleh istri, maka status sebagai istri juga masih 

melekat kepadanya meskipun istri tersebut sudah ditinggal pergi, kecuali suami 

telah meninggal dunia. 

Dampak lain terhadap suami istri yaitu bagi bekas suami dan istri  dengan 

perceraian sudah kehilangan statusnya menjadi duda dan janda. Dampak terhadap 

harta kekayaan yaitu adanya pembagian harta bersama. 
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2. Ada 7 (tujuh) faktor  yang menjadi penyebab perceraian akibat turun ranjang, yakni:  

1) faktor ketidakharmonisan,  

2) hilangnya kesetian, 

3) ketidak jujuran dalam kesalahan, 

4) kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, 

5) meninggalkan kewajiban, 

6) kawin paksa, 

7) ekonomi 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan 

saran-saran terkait dengan penyusunan proposal skripsi ini sebagai bahan 

pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu : 

1. Hendaklah dilakukan penyuluhan kepada masyarakat yang menyangkut hukum 

perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna merangsang kekokohan 

ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian. 

2. Diharapkan kepada orang tua jangan memaksakan untuk kawin dengan orang yang 

tidak dicintainya, karena apabila diteruskan dapat berakibat buruk bagi mereka. 

3. Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah 

setempat, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk menekan angka 

perceraian sepihak, karena konsekwensi logis atas perceraian ini banyak merugikan 

anak-anak dari pasangan suami istri yang telah melakukan perceraian tanpa 

melibatkan Pengadilan Agama.  
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